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ABSTRAK 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUAL BELI YANG 

DILAKUKAN OLEH PEMBELI BERITIKAD BAIK 

(Studi Putusan Mahkama Agung Nomor 1165K/PDT/2022) 

 

 

Oleh 

 

ROY OWEN 

Penelitian Hukum ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana 

perlindungan hukum terhadap jual beli yang dilakukan oleh pembeli beritikad baik. 

Pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap pembeli tanah beritikad baik 

sangatlah penting mengingat banyak sengketa yang timbul setelah jual beli 

dilakukan antara penjual dan pembeli. Sengketa timbul diakibatkan oleh pihak-

pihak diluar jual beli tanah yang merasa bahwa kepentingannya dirugikan. Seperti 

pada kasus jual beli tanah dalam penelitian ini dimana penjual dan pembeli digugat 

oleh pihak-pihak yang mengaku sebagai pemilik sah atas tanah yang menjadi objek 

jual beli yang berdasarkan warisan. Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 1) Bagaimana seorang pembeli dapat diklasifikasikan sebagai 

pembeli yang beritikad baik dalam jual beli tanah. 2) Bagaimana perlindungan 

hukum terhadap pembeli yang beritikad baik. 

Jenis Penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian 

deskriptif. Penulis menggunakan pendekatan masalah dengan pendekatan peraturan 

perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penulis memperoleh data kemudian 

dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumen. Data yang didapatkan 

selanjutnya diolah melalui pemeriksaan data, klasifikasi, dan sistematika data, serta 

dianalisis secara deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 1) Seseorang 

dapat diklasifikasikan sebagai pembeli beritikad baik berdasarkan upaya-upaya 

yang telah dirumuskan berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2014, yaitu: pertama, 

pembeli telah melakukan pengecekan atas kepemilikan sah atas tanah yang menjadi 

objek jual beli di Badan Petanahan Nasional. Kedua, jual beli harus dilakukan di 

hadapan Notaris/PPAT. Ketiga, tanah yang menjadi objek jual beli tersebut tidak 

berada dalam status sengketa, disita, dan sedang menjadi objek Hak Tanggungan. 

2) Terdapat beberapa peraturan yang mendasari transaksi yang dilakukan oleh 

pembeli beritikad baik tersebut dilindungi oleh hukum dalam Pasal 1338 ayat (3) 

KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang 

Pokok Agraria, dan rumusannya dapat dilihat dari SEMA No 7 Tahun 2012 serta 

SEMA No. 4 Tahun 2016. Terhadap Pembeli wajib untuk dianggap sebagai 

Pembeli beritikad baik menurut Peraturan Perundang-Undangan sehingga bagi 

pihak-pihak yang dirugikan harus dapat membuktikan itikad buruk seorang 

pembeli. 

Kata Kunci: Jual Beli Tanah, Pembeli Beritikad Baik, Tanah  
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ABSTRACT 

LEGAL PROTECTION FOR GOOD-FAITH BUYERS  

IN SALE AND PURCHASE TRANSACTIONS 

(A STUDY OF SUPREME COURT DECISION  

NUMBER 1165K/PDT/2022) 

By 

ROY OWEN 

 

This Legal Research is conducted with the aim of understanding how legal 

protection applies to buyers with good intentions in a sale and purchase 

transaction. Knowledge about legal protection for well-intentioned land buyers is 

crucial, considering the many disputes that arise after a sale and purchase between 

the seller and the buyer. These disputes are often caused by third parties unrelated 

to the land transaction who feel that their interests are adversely affected. As in the 

case of land sale and purchase in this study, where the seller and the buyer are sued 

by parties claiming to be legitimate owners of the land that is the subject of the sale, 

based on inheritance. The main issues in this research are as follows: 1) How can 

a buyer be classified as a buyer with good intentions in a land sale and purchase? 

2) What legal protection is available for well-intentioned buyers. 

The author obtained data using a juridical approach and a normative 

empirical approach. The research was conducted at the Law Office of Sopian Sitepu 

& Partners. The data obtained in the research are primary and secondary data. 

The author collected the data, which was then analyzed using a qualitative method 

and presented descriptively and analytically. 

The results of the research are as follows: 1) An individual can be classified 

as a well-intentioned buyer based on the efforts formulated under Supreme Court 

Circular No. 4 of 2014, namely: first, the buyer has verified the legitimate 

ownership of the land in question at the National Land Agency. Second, the sale 

and purchase must be conducted before a Notary/PPAT. Third, the land being sold 

is not in dispute, seized, or subject to a Mortgage Right. 2) There are several 

regulations underlying transactions conducted by well-intentioned buyers, which 

are protected by the law under Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code, Law 

Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Law, and their formulations can be 

seen in SEMA No. 7 of 2012 and SEMA No. 4 of 2016. Buyers must be considered 

well-intentioned buyers according to the legal regulations, so for parties who are 

aggrieved, they are obligated to prove the bad intentions of the buyer. 

Key Word: Land Sale, Good Faith Buyer, Land 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 Latar Belakang  

Manusia adalah makhluk sosial dengan keterlibatan erat dalam berhubungan 

dengan sesama manusia yang merupakan hal penting bagi kehidupan bersama. 

Dinamika sosial yang kompleks, yang berkaitan dengan pemenuhan beragam aspek 

kehidupan manusia seringkali bergantung pada interaksi antara sesama manusia. 

Dalam situasi ini, manusia tidak hanya berkomunikasi untuk memenuhi kebutuhan 

sehari hari, seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian, tetapi juga mencari 

hubungan emosional, sosial, dan intelektual yang dapat memberikan dukungan, 

rasa keterhubungan, dan perkembangan pribadi. Akibatnya, interaksi antar manusia 

bukan hanya berupa aktivitas fungsional untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi 

juga merupakan dasar bagi pembentukan masyarakat dan perkembangan individu 

secara holistik. Salah satu kebutuhan manusia adalah kebutuhan akan tempat 

tinggal. Dalam hal ini konsep interaksi sosial dan hubungan antar manusia juga 

berlaku dalam konteks kepemilikan, penggunaan, dan jual beli tanah.  

Interaksi dan hubungan satu sama lain dalam transaksi jual beli tanah, penyewaan 

properti, dan pemanfaatan tanah untuk berbagai tujuan, seperti pemukiman, 

pertanian, atau komersial. Aspek seperti hak properti, hukum pertanahan, perjanjian 

jual beli, dan peraturan penggunaan tanah adalah contoh interaksi sosial yang 

berkaitan dengan tanah. Selain itu, tergantung pada norma dan nilai-nilai yang 

berlaku dalam suatu masyarakat, hubungan antara individu atau entitas di tanah 

juga dapat mencakup aspek sosial, ekonomi, atau bahkan budaya. Oleh karena itu, 

konsep keterlibatan manusia dalam hubungan sosial dan kebutuhan hidup dapat 

diterapkan dalam konteks kepemilikan dan penggunaan tanah. Hal ini menunjukkan 

bagaimana interaksi manusia juga berperan penting dalam 
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pembentukan masyarakat dan perkembangan individu dalam konteks hukum 

pertanahan. Tanah sangat penting untuk kebutuhan manusia.  

Untuk memenuhi kebutuhan manusia, nilai ekonomi tanah sangat penting. Tanah 

memiliki peran yang semakin besar dalam pemenuhan kebutuhan manusia karena 

pentingnya penggunaan tanah untuk berbagai tujuan, seperti tinggal, berusaha, dan 

bertani. Selain itu, peran tanah sangat penting bagi pembangunan Indonesia dalam 

modernisasi kehidupan. Tanah juga merupakan aset penting bagi manusia karena 

mereka dapat mengelolanya secara pribadi dengan mendirikan tempat tinggal atau 

membuka bisnis untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Penguasaan atas tanah 

tidak hanya dipengaruhi oleh nilai ekonomisnya, tetapi juga oleh nilai sosialnya. 

Penguasaan tanah di Indonesia diatur oleh beberapa undang-undang, termasuk 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960 Tentang Kepailitan, dan peraturan lainnya. 

Setiap orang memiliki kesempatan untuk mendapatkan tanah melalui Kantor 

Pertanahan asalkan mereka mengajukan permohonan untuk tanah dengan hak 

pengelolaan atau status tanah negara. Namun, perlu diperhatikan bahwa hak atas 

tanah harus ditransfer apabila sertifikat tanah telah diterima. Hak atas tanah 

ditransfer atau dialihkan melalui proses hukum yang dikenal sebagai peralihan hak. 

Penyerahan, hibah, wakaf, atau waris adalah beberapa cara di mana hal ini dapat 

terjadi. Untuk mendapatkan hak milik atas tanah yang dilindungi secara hukum, 

tentu saja perbuatan hukum yang disebutkan di atas harus dilakukan. Setelah proses 

peralihan hak tanah selesai, tanah tersebut haruslah segera didaftarkan di Kantor 

Pertanahan.  

Menurut Marajo, peristiwa hukum yang dikehendaki para pihak tersebut bermaksud 

untuk menerima pengalihan hak milik atas tanah sebagai hasil dari jual beli.1 Secara 

umum jual beli merupakan persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli. 

Penjual dalam hal ini merupakan pihak yang menyerahkan barang, sedangkan 

pembeli merupakan pihak yang membayar barang tersebut dengan harga yang 

 
1 Jose Rizal Sid Marajo, Aneka Konsep Surat Perjanjian Dan Kontrak, Bandung: Pustaka 

Setia, 1996, hlm. 151. 
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disepakati.2 Dalam sistem hukum di Indonesia, jual beli diatur berdasarkan Pasal 

1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang mengatur bahwa: 

Jual Beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan 

dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar 

harga yang dijanjikan. 

Selanjutnya, Pasal 1458 KUHPer menetapkan bahwa jual beli dianggap telah terjadi 

di antara para pihak setelah mereka mencapai kesepakatan mengenai kebendaan 

dan harganya, meskipun barang yang diperjualbelikan belum diserahkan. Selain itu, 

Pasal 1459 KUHPer menegaskan bahwa kepemilikan atas barang yang dijual tetap 

berada di tangan penjual hingga penyerahannya selesai, sesuai dengan ketentuan 

yang telah diatur dalam Pasal 62, 613, dan 616 KUHPer. 

Chulaimi berpendapat bahwa konsep jual beli di Indonesia dapat dibagi menjadi 

dua, yaitu sebelum dan setelah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).3 Sebelum 

tanah diatur melalui UUPA, hukum pertanahan masih menganut sistem dualisme 

yang didasarkan pada fakta bahwa Indonesia memiliki sistem hukum pertanahan 

berdasarkan hukum adat dan hukum barat. Namun, Undang-Undang Pokok Agraria 

(UUPA) memutuskan untuk menggunakan pendekatan hukum adat dalam 

pengaturan pertanahan.4 

Dalam praktiknya, jual beli biasanya dilakukan baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Meskipun kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan dalam jual beli 

tersebut, pada akhirnya masalah muncul di kemudian hari. Seperti dalam contoh 

kasus yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1165 K/Pdt/2022 

yaitu Suwandi dan Dedi Haryadi sebagai pembeli tanah yang telah melaksanakan 

jual beli tanah terhadap penjual tanah yaitu Anggraeni Puspasari Setiawan. Namun, 

setelah dilakukan penjualan dengan digugatnya penjual dan pembeli tanah tersebut 

barulah diketahui objek tanahnya merupakan tanah waris dari Almarhum Bambang 

Setiawan dengan hadirnya pihak-pihak yang mengaku sebagai ahli waris dari 

 
2 K. Wantjik Saleh, Hak Anda Atas Tanah, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977, hlm. 7. 
3 Achmad Chulaimi, Hukum Perikatan Berdasarkan Buku III KUH Perdata, Yogyakarta: 

Pohon Cahaya, 2012, hlm. 87. 
4
Ibid, hlm. 89. 
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Almarhum Bambang Setiawan tersebut. Terhadap jual beli tanah tersebut menurut 

putusan hakim pada peradilan tingkat pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri 

Kotabumi Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Kbu dan tingkat banding dalam Putusan 

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 72/PDT/2019/PT.Tjk memutus perkara 

dengan membatalkan akta jual beli terhadap objek tanah waris tersebut, sehingga 

pembeli dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tanah yang 

telah diperjualbelikan dengan terbitnya Akta Jual Beli yang dibuat oleh Notaris 

PPAT dibatalkan. Dalam hal ini pun tanah ditetapkan sebagai objek tanah sengketa. 

Namun, hakim agung pada peradilan tingkat kasasi memutus perkara dengan 

membatalkan putusan tingkat pertama dan banding tersebut sehingga perkara 

tersebut diadili sendiri oleh hakim kasasi yang mana menyatakan akta jual beli 

tersebut adalah sah karena pembeli merupakan pembeli yang beritikad baik, 

sehingga perolehan atas hak tanah yang diperoleh oleh pembeli merupakan 

perolehan yang sah. 

Patut untuk diketahui bagaimana perlindungan hukum terhadap jual beli yang 

dilakukan oleh pembeli beritikad baik sebagai masukan penting bagi pembeli untuk 

mencegah keadaan seperti contoh kasus di atas. Sehingga menjadi hal yang penting 

untuk meneliti permasalahan-permasalahan tersebut, sehingga pembaca dapat 

melihat bagaimana perlindungan hukum terhadap jual beli yang dilakukan oleh 

pembeli beritikad baik. 

Berdasarkan latar belakang pemikiran ini, maka akan dilakukan penelitian dengan 

berdasarkan teori, asas dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya akan dilakukan 

penelitian hukum normatif empiris yang berjudul: Perlindungan Hukum 

Terhadap Jual Beli Tanah Yang Dilakukan Oleh Pembeli Beritikad Baik 

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1165K/Pdt/2022) 

 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat mengemukakan 

rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1) Bagaimana seorang pembeli dapat diklasifikasikan sebagai pembeli yang 

beritikad baik dalam jual beli tanah? 
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2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian skripsi ini membahas tentang analisis penerapan asas itikad baik,menurut 

pertimbangan hakim dalam jual beli terhadap objek tanah waris yang belum 

dibagikan ke ahli waris menurut ketentuan hukum positif yang berlaku. 

 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui bagaimana seseorang dikualifikasikan sebagai pembeli 

tanah yang beritikad baik. 

2) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap jual beli tanah yang dilakukan 

oleh pembeli beritikad baik. 

 Kegunaan Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan 

praktis yaitu sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan 

Hukum Perdata, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap pembeli 

beritikad baik dalam transaksi jual beli tanah. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan untuk: 

2) Sebagai bahan bacaan atau sumebr informasi bagi pihak-pihak yang 

membutuhkan; 

3) Salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan studi pada Fakultas 

Hukum Universitas Lampung; 

4) Meningkatkan pengetahuan dan pengembangan wawasan ilmu bagi penulis.
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II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI 

 

 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum 

2.1.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai berikut, yaitu upaya untuk melindungi 

segala hal yang dilakukan oleh pemerintah dengan peraturan-peraturan yang dibuat. 

Definisi ini mengartikan bahwa perlindungan hukum berfungsi untuk memberikan 

perlindungan.5 Sedangkan menurut Soedikno Mertokusumo mengartikan mengenai 

perlindungan hukum sebagai keseluruhan peraturan mengenai tingkah laku yang 

berlaku pada kehidupan bersama, yang bisa dipaksakan mengenai pelaksanaannya 

dengan diberlakukan suatu sanksi.6 

Perlindungan hukum merupakan bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia 

sebagai suatu unsur yang tak dapat dipisahkan dari orang dan pengayoman tersebut 

diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat terlindungi seluruh hak-hak yang 

diberikan oleh hukum yang ada.7  

Menurut CST Kansil, perlindungan hukum merupakan berbagai bentuk upaya 

hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum dalam memberikan 

kepercayaan, rasa aman, baik secara pikiran maupun fisisk dari segala bentuk 

ancaman yang datang dari berbagai pihak. 

 
5 https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062 diakses 

pada 21 Oktober 2023 pukul 19.00 WIB. 
6 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty, 2005, hlm. 40. 
7 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya, 2014, hlm. 74. 
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Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah sebuah upaya-upaya memberikan 

perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikan oleh 

penguasa dengan sebab ketidaksesuaian dengan aturan hukum yang berlaku, dalam 

upaya mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga manusia dapat menikmati 

martabatnya sebagai manusia.8 

Perlindungan hukum adalah upaya-upaya yang dilakukan sebagai bentuk kewajiban 

pemerintah atau penguasa untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi 

manusia yang dimiliki oleh setiap manusia. Perlindungan hukum diberikan melalui 

berbagai bentuk, yaitu melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, 

dan bantuan hukum. Perlindungan hukum terhadap subjek hukum yang dilindungi 

dapat diberikan secara preventif maupun secara represif, baik secara lisan maupun 

tertulis. Artinya pemberian perlindungan hukum itu sendiri memiliki konsep bahwa 

hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan 

kedamaian.9 

2.1.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum adalah sebuah gambaran dari berjalannya sebuah fungsi 

hukum dalam mewujudkan tujuan hukum, yaitu memberikan keadilan, 

kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan perlindungan 

terhadap subyek hukum sesuai dengan aturan-aturan yang dimuat dalam hukum, 

baik bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan). 

Aturan tersebut dapat secara tertulis maupun tidak secara tertulis dalam upaya 

penegakkan peraturan hukum tersebut. 

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi setiap individu (rakyat) dapat meliputi 

dua hal, yakni10: 

a. Perlindungan Hukum Preventif, merupakan perlindungan hukum kepada setiap 

individu yang diberi kesempatan untuk dapat mengajukan keberatan atau 

pendapat terhadap suatu keputusan yang hendak dikeluarkan maupun yang telah 

 
8 Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3. 
9 https://suduthukum.com/2017/05/perlindungan-hukum.html diakses pada 21 Oktober 

2023 pukul 20.00 WIB. 
10 Philipus M.Hadjon, Op.cit., hlm. 4. 
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dikeluarkan pemerintah yang definitif. Bentuk perlindungan hukum preventif 

ini memberikan hak terhadap setiap individu untuk dapat mengemukakan 

pendapat terhadap kebijakan pemerintah sebelum kebijakan tersebut 

mendapatkan sebuah bentuk peraturan yang definitif dengan tujuan untuk dapat 

mencegah timbulnya sengketa dikemudian hari. Pemerintah tentunya akan 

memiliki rasa kehati-hatian terhadap setiap kebijakan yang akan dibuatnya yang 

didasarkan pada diskresi dengan adanya perlindungan hukum preventif ini bagi 

setiap individu. Tentunya hal ini akan membatasi kebebasan bertindak sebuah 

negara terhadap tiap rakyat. Namun sampai saat ini belum ada peraturan khusus 

yang mengatur perlindungan hukum preventif ini. 

b. Perlindungan Hukum Represif, merupakan perlindungan hukum yang lebih 

ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum yang represif 

bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum 

oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk 

kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap 

tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan 

dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari 

barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap 

hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan- pembatasan dan 

peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari 

perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara 

hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi 

manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia 

mendapat  tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum. 

Hukum memiliki fungsi untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat 

untuk dapat dilindungi, hukum tersebut harus dapat dijalankan dengan profesional. 

Artinya pelaksanaan hukum harus berlangsung dengan aman, damai, dan tertib. 

Apabila hukum tersebut dilanggar, maka harus dapat ditegakkan melalui upaya 

penegakkan hukum. Penegakkan hukum tersebut harus dapat menghendaki 

kepastian hukum, kepastian hukum tersebut merupakan perlindungan yustisiable 

terhadap tindakan kesewenang-wenangan. Masyarakat tentunya mengharapkan 



9 

 

sebuah kepastian hukum dikarenakan keberadaan kepastian hukum tersebut dapat 

membuat kehidupan bermasyarakat akan tertib, aman, dan damai.  

Pengaturan hukum baik yang secara tertulis (undang-undang) dan tidak tertulis, 

harus dapat memuat aturan-aturan yang sifatnya umum untuk menjadi pedoman 

bagi setiap individu untuk bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, baik 

hubungan itu antara sesama manusia maupun dalam kelompok masyarakat. Aturan 

tersebut harus dapat memberikan batasan bagi manusia dalam melakukan hubungan 

antar tiap individu. Hadirnya aturan yang memberikan batasan tersebut dapat 

menimbulkan kepastian hukum. Demikian, hukum mengenai kepastian hukum 

dapat dilihat dua pengertian, Pertama, dengan adanya aturan yang sifatnya umum 

dapat memberikan setiap individu pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan yang 

boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Kedua, aturan tersebut memberikan raas 

aman bagi tiap individu dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang karena 

adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu mengetahui apa yang 

dibebankan dan yang boleh maupun tidak boleh Negara lakukan terhadap individu. 

Konsistensi merupakan juga merupakan hal penting yang harus terdapat dalam 

peraturan, bukan hanya mengandung pasal-pasal dalam aturan tersebut melainkan 

dengan adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu 

dengan lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.11 

 

2.1.2 Pengertian Perjanjian Pada Umumnya 

Istilah Perjanjian (Overeenkomst) menurut Pasal 1313 KUHPerdata sebagai 

berikut: Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. 

Menurut Subekti, perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji 

kepada orang lain atau dimana dua orang lain itu saling berjanji untuk 

melaksanakan suatu hal.12 

 
11 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 157. 
12 Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung: PT Aditya Bakti, 1977, hlm. 3. 
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Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian merupakan sebuah perhubungan hukum 

tentang harta benda di antara dua pihak, dalam mana suatu pihak tersebut berjanji 

atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan 

sesuatu hal tersebut, sedangkan pihak lainnya berhak menuntut pelaksanaan janji-

janji tersebut.13 

Menurut R. Setiawan, perjanjianmerupakan perbuatan hukum dimana satu atau 

lebih orang yang mengikatkan diri atau saling terikat dirinya terhadap satu orang 

maupun lebih.14  

Sudikno Mertokusumo juga menyatakan arti perjanjian menurutnya, yaitu 

perjanjian adalah sebagai hubungan hukum antara dua pihak ataupun lebih yang 

didasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Sedangkan dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia perjanjian merupakan persetujuan tertulis atau 

dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan 

mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.15 

Dari penjabaran mengenai rumusan perjanjian tersebut diatas dapat disimpulkan, 

bahwa unsur-unsur dari perjanjian adalah:16 

a. Ada para pihak; 

b. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut; 

c. Ada tujuan yang akan dicapai; 

d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan; 

e. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan; 

f. Ada syarat-syarat tertentu. 

 

 
13 Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, Bandung: Mandar Maju, 2000, 

hlm. 9. 
14 R. Setiawan, Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya, Bandung: Bina Cipta, 1987, 

hlm. 49. 
15 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: 

Balai Pustaka, 2005, hlm. 46. 
16 P.N.H Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, 

hlm. 286 
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2.1.2.1 Syarat Sah Perjanjian 

Perjanjian merupakan sebuah sumber terpenting bagi masyarakat yang ingin 

melakukan perikatan untuk melakukan suatu hal dengan mengikatkan diri dalam 

suatu perjanjian tertulis.  Suatu perjanjian yang telah disepakati maka akan 

melahirkan perikatan. Selain dari perjanjian, perikatan juga ada yang lahir karena 

disahkannya sebuah undang-undang.17 Dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata 

disebutkan sebuah syarat sahnya perjanjian, yaitu: 

a. Sepakat mereka yang telah mengikatkan diri 

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian 

c. Mengenai suatu hal tertentu 

d. Suatu sebab yang halal 

Adapun penjabaran lebih lanjut mengenai Pasal 1320 KUHPerdata mengenai  

empat poin di atas, yaitu: 

(1) Kesepakatan (Toestemming) kedua belah pihak 

Kesepakatan diatur dalam huruf a Pasal 1320 KUHPerdata.” Mengenai arti dari 

kesepakatan itu sendiri adalah persesuaian pernyataan kehendak para pihak. 

Kesepakatan dilihat dari pernyataannya, karena itu tidak dapat dilihat/diketahui 

pihak lain di luar kesepakatan. Adapun lima cara terjadinya pernyataan kehendak 

itu, yaitu dengan:18 

(a) Bahasa yang sempurna dan tertulis; 

(b) Bahasa yang sempurna secara lisan; 

(c) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Dalam 

kenyataannya sering didapati seseorang menyampaikan sesuatu hal dengan 

bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lainnya; 

 
17

 Ibid. hlm. 75 
18 Sudikno Mertokusumo, Rangkuman Kuliah Hukum Perdata, Yogyakarta: Fakultas 

Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 1987, hlm. 7. 
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(d) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lain; 

(e) Diam atau membisa, selama dapat dipahami atau dapat diterima oleh pihak 

lainnya. 

Cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak saat ini, yaitu melalui bahasa 

sempurna dan juga secara tertulis. Tujuan perjanjian itu dibuat tertulis adalah untuk 

memberikan kepastian hukum antara para pihak dalam hal perjanjian itu disepakati 

dan juga sebagai alat bukti yang sempur apabila timbul sengketa dikemudian hari.19 

(2) Kecakapan bertindak 

Kecakapan bertindak dalam melakukan perbuatan hukum itu sendiri adalah istilah 

yang mengacu pada tindakan yang dapat menghasilkan konsekuensi hukum. Dalam 

hukum di Indonesia, tepatnya menurut huruf b Pasal 1320 KUHPerdata. Orang-

orang yang mengikatkan dirinya harus memiliki kecakapan dan berwenang untuk 

melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang telah diatur oleh ketentuan 

undang-undang. Kecakapan bertindak telah diatur dalam Pasal 1329 KUHPerdata, 

yaitu Setiap orang adalah cakap, untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh 

undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. Berdasarkan Pasal 330 KUHPerdata 

seseorang dinyatakan cakap apabila telah berusia 2 (dua puluh satu) atau telah 

menikah. 

Seldangkan, yang melmbulat selselorang tidak cakap melnulrult Pasal 1330 

KUlHPelrdata, yaitul: 

(a) Orang-orang yang bellulm delwasa; 

(b) Melrelka yang ditarulh di bawah pelngampulan; dan 

(c) Istri. 

Melngelnai kelcakapan istri sellanjultnya pada pelrkelmbangannya telrnyata melngalami 

pelrulbahan yaitul mellaluli Pasal 31 Ulndang-Ulndang Nomor 1 Tahuln 1974 telntang 

Pelrkawinan. Dalam keltelntulan telrselbult, istri dapat mellakulkan pelrbulatan hulkulm. 

 
19 Salim H.S, Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar 

Grafika, 2003, hlm. 33. 
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(3) Adanya objelk pelrjanjian 

Objelk pelrjanjian melrulpakan prelstasi. Prelstasi ialah hal yang melnjadi kelwajiban 

ulntulk dipelnulhi para pihak dalam pelrjanjian.20 Melngelnai belntulk-belntu lk dari 

prelstasi telrselndiri diatulr dalam Pasal 1234 KUlHPelrdata, yaitul telrdiri atas: 

(a) Melmbelrikan selsulatul; 

(b) Belrbu lat selsulatul; dan 

(c) Tidak belrbulat selsulatul 

(2) Adanya Caulsa yang halal (Geloorloofdel Oorzaak) 

Dalam “Pasal 1320 KUlHPelrdata tidak melmbelrikan pelnjellasan melngelnai caulsa 

yang halal. Namuln, hanya selbatas pelngelrtian caulsa yang telrlarang yang diatulr 

dalam “Pasal 1337 KUlHPelrdata. Sulatul selbab dikatakan telrlarang apabila 

belrtelntangan delngan ulndang-ulndang, kelsulsilaan, dan keltelrtiban ulmulm.21 

 

2.1.3 Tinjauan Sengketa Tanah Dalam Jual Beli Tanah 

Selngkelta tanah adalah konflik yang belrkaitan delngan propelrti tanah, dan bisa 

mellibatkan individul, kellompok, organisasi, badan hulkulm, ataul lelmbaga. 

Pelrsellisihan selmacam itul dapat belrsifat lokal ataul telrbatas dalam dampaknya, ataul 

bisa melnjadi pelrsellisihan pelrtanahan yang lelbih lulas yang melmiliki implikasi sosial 

dan politis yang signifikan. Kasuls pelrtanahan adalah jelnis pelrsellisihan yang 

melmelrlulkan pelnyellelsaian mellaluli sistelm pelradilan, dan selringkali belrakhir delngan 

kelpultulsan dari selbulah lelmbaga dimana pultulsan lelmbaga pelradilan yang masih 

disellelsaikan di Badan Pelrtanahan Nasional Relpulblik Indonelsia (BPNRI) jika masih 

ada keltidakselpakatan yang pelrlu l disellelsaikan. 

 
20 M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: PT. Alumni, 1986, hlm. 34. 
21

 Salim H.S, Op.Cit, hlm. 34. 
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2.1.3.1 Faktor Hukum Terjadinya Sengketa Tanah 

Belbelrapa faktor hulkulm yang melnjadi akar dari konflik pelrtanahan antara lain:22 

a. Tulmpah Tindih Pelratulran 

Ulndang-Ulndang Pokok Agraria, yang pada awalnya melrulpakan dasar hulkulm 

ultama ulntulk belrbagai ulndang-u lndang yang belrkaitan delngan sulmbelr daya agraria, 

tellah belru lbah. Belbelrapa ulndang-ulndang barul tellah dibulat tanpa melnjadikannya 

selbagai landasan hulkulm ultama, bahkan kadang-kadang melnelmpatkannya seljajar 

delngan u lndang-ulndang agraria selpelrti UlUl Kelhultaan, UlUl Pokok Pelrtambangan, 

UlUl Transmigrasi dan pelratulran-pelratulran lainnya. Hal ini melnyelbabkan UlUl Pokok 

Agraria selcara sulbstansional tidak belrfulngsi selcara optimal. 

b. Tulmpang Tindih Pelradilan 

Pada saat ini, ada tiga lelmbaga pelradilan dalam sistelm pelradilan Indonelsia yang 

melnangani belrbagai selngkelta yang belrkaitan delngan tanah ataul pelrtanahan: 

Pelradilan Pelrdata, Pelradilan Pidana, dan Pelradilan Tata Ulsaha Nelgara. Adapuln 

fulngsi keltiga lelmbaga pelradilan telrselbult antara lain, yaitul:23 

1) Pelradilan Pelrdata 

Pelradilan Pelrdata adalah lelmbaga pelradilan yang belrfokuls pada 

pelnyellelsaian selngkelta mellaluli pelradilan pelrdata. Ini telrmasulk selngkelta 

antara orang ataul badan hulkulm, pelrjanjian julal belli, selngkelta batas tanah, 

ataul masalah telrkait hak milik. Pelngadilan Pelrdata belrulsaha ulntulk melmbulat 

kelpultulsan yang adil belrdasarkan hulkulm dan bulkti-bulkti. 

2) Pelradilan Pidana 

Pelradilan Pidana belrpelran khulsuls dalam melnangani pelrkara tindak pidana 

pelrtanahan yang selpelrti pelmalsulan dokulmeln, pelnipulan, ataul pelnyelrobotan 

tanah. Dalam kasuls-kasu ls ini, prosels hulkulm pidana akan digulnakan ulntulk 

melnilai pellanggaran pidana yang telrkait delngan pelrtanahan, dan pellakul 

 
22 Budi Sunanda, Amiruddin A Wahab, and Muzakkir Abubakar, Pembatalan Perjanjian 

Jual Beli Tanah Meskipun Telah Memiliki Akta Jual Beli Tanah Dari PPAT Oleh Pengadilan 

Negeri’,  Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 2.1 (2013), hlm. 106. 
23 Ibid, hlm. 107. 



15 

 

yang telrbulkti belrsalah dapat dikelnai sanksi pidana selsulai delngan hulkulm 

yang belrlakul. 

3) Pelradilan Tata Ulsaha Nelgara 

Pelradilan Tata Ulsaha Nelgara dapat melnangani selngkelta pelrtanahan yang 

belrkaitan delngan tindakan pelmelrintah ataul lelmbaga nelgara yang 

belrdampak pada hak-hak kelpelmilikan ataul kelbijakan pelrtanahan. Hal ini 

bisa melncakulp masalah pelrizinan, pelrulbahan tata gulna lahan, ataul tindakan 

administrasi lainnya yang belrdampak pada pelmilik tanah ataul pihak telrkait. 

Bahwa dalam belbelrapa situlasi, kelpultulsan yang dibulat olelh satul lelmbaga pelradilan 

tidak sellalul belrdampak langsulng pada kelpultulsan yang dibulat olelh lelmbaga 

pelradilan lainnya; ini telrultama belrlakul dalam kasu ls di mana konflik telrselbult 

mellibatkan belrbagai aspelk hulku lm. Olelh karelna itul, tidak sellalul pihak yang melnang 

dalam prosels pelrdata akan melnang dalam prosels pidana julga, telrultama jika 

ditelmulkan bulkti yang melndulkulng tindak pidana yang belrkaitan delngan konflik 

pelrtanahan telrselbult. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2.1.3.2 Faktor Non-Hukum Timbulnya Sengketa Tanah 

Belbelrapa faktor nonhulkulm antara lain:24 

1) Tulmpang tindih pelnggulnaan tanah ataul Ovelrlapping. Seliring belrlalulnya waktul, 

pelrtulmbulhan popullasi yang celpat melnjadi salah satul faktor pelnting dalam 

pelrtanian dan pelnggulnaan lahan. Pelningkatan julmlah pelnduldulk belrarti lelbih 

banyak orang yang pelrlul dibelri makan, yang melmelrlulkan produlksi pangan yang 

lelbih belsar. Namuln, ada masalah keltika produlksi pangan tidak sellalul seljalan 

delngan pelrtulmbulhan popullasi. Pelrulbahan pelnggulnaan lahan julga melmelngarulhi 

pelrtanian. Banyak tanah pelrtanian yang dullulnya digulnakan ulntulk produlksi 

makanan selkarang digulnakan ulntulk pelrulmahan, indulstri, ataul komelrsial. 

Indulstrialisasi, pelrulbahan kelbijakan pelrtanahan, ataul faktor lainnya dapat 

melnyelbabkan pelrulbahan ini. Olelh karelna itul, belrbagai kellompok melmiliki 

kelpelntingan yang belrbelda di tanah yang sama. Para peltani belrulsaha melnjaga 

 
24

 Ibid, hlm. 108. 
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lahan pelrtanian melrelka produlktif, selmelntara pihak lain mulngkin melngincar 

lahan ulntulk proyelk komelrsial ataul propelrti. Ini melnyelbabkan konflik 

kelpelntingan dan melmelrlulkan pelnggulnaan lahan yang celrmat ulntulk melmelnulhi 

kelbultulhan masyarakat dan melnjaga keltahanan pangan. 

2) Melningkatnya nilai elkonomis tanah seliring belrjalannya waktul; 

3) Kelsadaran masyarakat selmakin melningkat seliring delngan pelrkelmbangan 

global dan kelmajulan ilmul pelngeltahulan selrta telknologi yang belrdampak pada 

pandangan masyarakat. Pandangan masyarakat telrhadap masyarakat puln 

melngalami pelrulbahan. Telrkait kelpelmilikan tanah selbagai propelrti, ada 

pelrulbahan dalam pandangan masyarakat telrhadap cara melrelka melmandang 

tanah.  

4) Selkarang, tanah tidak hanya dipandang selbagai sulmbelr produlksi, teltapi julga 

dilihat selbagai alat invelstasi ataul komoditas elkonomi. Melskipuln tanahnya 

masih ada, lajul kellahiran yang tinggi, migrasi, dan ulrbanisasi melnyelbabkan 

pelningkatan popullasi yang celpat. Olelh karelna itul, tanah melnjadi komoditas 

elkonomi yang sangat belrharga, dan seltiap bagian tanah dipelrtahankan delngan 

sangat baik. 

Belrbagai jelnis pelrsellisihan, konflik, dan masalah lain yang belrkaitan delngan tanah 

yang diajulkan ataul dilaporkan kelpada Badan Pelrtanahan Nasional dikatelgorikan 

dalam belrbagai katelgori melnjadi:25 

1) Pelngulasaan Tanah Tanpa Hak melngacul pada pelrbeldaan pelndapat, nilai, 

ataul pelndapatan selrta pelrbeldaan kelpelntingan yang belrkaitan delngan statuls 

tanah telrtelntul. Statuls tanah telrselbult dapat belru lpa tanah nelgara, atau l tanah 

yang bellulm dilelkati hak. 

2) Selngkelta batas pelmilikan adalah pelrbeldaan pelndapat, nilai, dan 

kelpelntingan telntang lokasi, batas, dan lulas tanah. Pelrbeldaan ini dapat telrjadi 

antara pihak yang tellah diteltapkan batasnya olelh BPNRI ataul antara pihak 

yang batasnya masih dalam prosels pelneltapan batas. 

 
25

Ibid, hlm. 111. 
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3) Selngkelta waris adalah pelrbeldaan pelndapat, nilai, ataul pelndapat telntang 

statuls tanah telrtelntul yang belrasal dari warisan. 

4) Ju lal Belrkali-kali telrjadi keltika telrdapat pelrbeldaan pelndapat, pelrselpsi, nilai, 

dan kelpelntingan melngelnai statuls pelngulasaan tanah telrtelntul yang tellah 

dijulal kelpada lelbih dari satul orang. 

5) Selrtifikasi ganda adalah keltika ada lelbih dari satul selrtifikat hak atas tanah 

yang melmiliki pandangan, nilai, ataul pelndapat yang belrbelda telntang hal-

hal yang belrkaitan delngan tanah telrselbult. 

6) Selrtifikasi hak atas tanah pelngganti melncaku lp pelrbeldaan pelndapat, nilai, 

ataul kelyakinan yang belrkaitan delngan tanah telrtelntul yang tellah ditelrbitkan 

selrtifikat hak atas tanah pelngganti. 

7) Akta Julal Belli Palsul telrjadi keltika telrjadi pelrbeldaan pelrselpsi, nilai, ataul 

pelndapat selrta pelrbeldaan kelpelntingan telrkait delngan sulatul bidang tanah 

telrtelntul yang diselbabkan olelh Akta Julal Belli Palsul. 

8) Situlasi di mana ada pelrbeldaan pelrselpsi, nilai, ataul pelndapat selrta pelrbeldaan 

kelpelntingan melngelnai leltak, batas, dan lulas bidang tanah telrtelntul karelna 

pelnulnjulkan batas yang salah. Ini diselbult kelkellirulan pelnulnjulkan batas. 

9) Pelrselpsi, nilai, maulpuln pelndapat yang belrbelda telntang leltak, batas, dan lulas 

bidang tanah telrtelntul yang tellah diteltapkan olelh BPNRI delngan belrdasarkan 

pelnulnjulkan batas yang salah diselbult selbagai kelkellirulan pelnulnjulkan batas. 

10) Tu lmpang tindih telrjadi keltika ada pelrbeldaan pelndapat, nilai, ataul pelndapat 

selrta pelrbeldaan kelpelntingan telntang lokasi, batas, dan lulas bidang tanah 

yang dianggap olelh satu l pihak selbagai akibat dari tulmpang tindih dalam 

kelpelmilikan tanah. 

11) Pu ltulsan pelngadilan melngacul pada pelrbeldaan pelndapat, nilai, ataul pelndapat 

selrta pelrbeldaan pelnting telrkait delngan kelpu ltulsan badan pelradilan yang 

belrkaitan delngan hak atas tanah ataul prosels pelnelrbitan hak atas tanah. 

Ulndang-Ulndang No. 5 Tahuln 1960, dikelnal selbagai UlUlPA, adalah relalisasi dari 

Pasal 33 ayat (3) UlUlD 1945 Relpulblik Indonelsia. Selbellulm UlUlPA, pelndaftaran 

tanah hanya telrbatas pada tanah yang melngikulti hulkulm barat, telrmasulk Hak 

Eligelndom, Hak Elrpacht, dan Hak Opstal. Tuljulan pelndaftaran ini adalah ulntulk 
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melnjamin kelpastian hulkulm, delngan melmbelri bulkti kelpelmilikan belrulpa akta relsmi 

kelpada pelmelgang hak tanah olelh peljabat yang belrwelnang.26 

Melnulrult Pelratulran Pelmelrintah Nomor 24 tahuln 1997, bahwa kelpastian hulkulm 

melngelnai hak-hak atas tanah selbagaimana yang diamanatkan UlUlPA melngandulng 

2 dimelnsi yaitul kelpastian melngelnai obyelk hak atas tanah dan kelpastian sulbyelk hak 

atas tanah melrulpakan sulatul indikasi kelpastian obyelk hak atas tanah yang 

ditulnjulkkan delngan kelpastian leltak bidang tanah yang belrkoordinat gelorelfelrelnsi 

pada sulatul pelta pelndaftaran tanah, seldangkan melngelnai kelpastian sulbyelk 

ditulnjulkkan dari nama pelmelgang hak atas tanah yang telrcantulm dalam bulkul 

pelndaftaran tanah pada Kantor Pelrtanahan. Salinan dari pelta dan bulkul pelndaftaran 

tanah telrselbult dikelnal delngan selbultan selrtifikat tanah. 

Selrtifikat hak tanah, yang melru lpakan hasil akhir dari prosels pelndaftaran hak atas 

tanah, selrta selmula pelrulbahan yang tellah dilakulkan telrhadap tanah telrselbult, 

belrfulngsi selbagai alat pelmbulktian yang kulat, selbagaimana dinyatakan dalam 

keltelntulan “Pasal 19 Ayat (1) hu lrulf c, Pasal 23 Ayat (2), Pasal 32 Ayat (2) dan Pasal 

38 Ayat (2) UlUlPA.” Melnulrult Pelratulran Pelmelrintah “(Pelratulran Pelmelrintah Nomor 

10 Tahu ln 1961 dan Pelratulran Pelmelrintah Nomor 24 Tahuln 1997)” yang 

mellaksanakan UlUlPA, selrtifikat bulkan melrulpakan tanda bulkti yang multlak atau l 

selmpulrna.27  

Pelratulran Pelmelrintah No. 24 Tahuln 1997, ayat (1) melnyatakan bahwa selrtifikat 

adalah bulkti hak yang sangat kulat. Namuln, ayat (2) dari pasal yang sama 

melnyatakan bahwa jika selrtifikat yang sah ditelrbitkan atas nama individul ataul 

badan hulkulm yang melndapatkan tanah telrselbult delngan itikad baik dan belnar-belnar 

melngulasainya, pihak lain yang melmiliki hak atas tanah telrselbult tidak dapat lagi 

melngklaim hak telrselbult jika dalam waktul 5 (lima) tahuln seltellah selrtifikat telrselbult 

ditelrbitkan.28 

 
26 Iwan Permadi, Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda 

Dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum, Yustisia Jurnal Hukum, 2016, hlm. 457.  
27

 Ibid, hlm. 457. 
28 Ibid, hlm. 458. 
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Dalam keltelntulan di atas, jika selrtifikat hak atas tanah bellulm belrlalul lima tahuln, 

pelmelgang selrtifikat hak atas tanah dan pihak lain yang melrasa melmiliki hak atas 

tanah dapat melngajulkan kelbelratan kelpada Kantor Pelrtanahan seltelmpat. Dalam 

hulkulm pelrtanahan nasional, adanya selrtifikat ganda ataul bahkan lelbih adalah 

felnomelna yang selring telrjadi. Selsulai delngan Pasal 32 ayat (2) Pelratulran Pelmelrintah 

No. 24 Tahuln 1997 telntang Pelngadaan Tanah, hal ini dapat melngakibatkan 

kelrulgian bagi pelmbelli tanah yang belritikad baik. 29 

2.1.3.3 Mekanisme Penanganan Sengketa Hak Atas Tanah 

Pelnyellelsaian selngkelta hak atas tanah (selrtifikat ganda) diatulr mellaluli proseldulr 

yang mellibatkan Badan Pelrtanahan Nasional (BPN) dan prosels pelradilan. Belrikult 

adalah belbelrapa langkah dalam melkanismel, yaitul:30 

1) Mellaluli Badan Pelrtanahan Nasional (BPN) 

(a) Pelngadulan Masyarakat 

Selngkelta hak atas tanah selring mulncull karelna ada pelngadulan ataul kelbelratan dari 

individul ataul badan hulkulm yang melmiliki klaim yang sah telrhadap tanah telrtelntul. 

Melrelka melngajulkan klaim ini belrdasarkan kelbelnaran dan keltidakseltuljulan telrhadap 

kelpultulsan administratif yang tellah dikellularkan olelh peljabat di Badan Pelrtanahan 

Nasional. Kelpultulsan telrselbult dianggap melrulgikan hak-hak melrelka ataul melngelnai 

sulatul bidang tanah telrtelntul. 

(b) Pelnellitian dan Pelngulmpullan Data 

Seltellah melnelrima pelngadulan dari masyarakat, peljabat yang belrwelnang mellakulkan 

pelnellitian data administratif maulpuln sulrveli lapangan ulntulk melmelriksa 

kelpelmilikan tanah telrselbult. Hasil pelnellitian ini akan digulnakan ulntulk melnelntulkan 

apakah pelngadulan telrselbult belralasan dan pelrlul diprosels lelbih lanjult. 

(c) Pelncelgahan Multasi (Pelneltapan Statuls Qulo) 

 
29 Istijab Istijab, Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang 

Pokok Agraria, Widya Yuridika,  2018, hlm. 14.  
30 Marsella, Perspektif Penanganan Sengketa Pertanahan Di Badan Pertanahan Nasional, 

Penegakan Hukum, 2015, hlm. 102.  
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Ulntulk mellindulngi kelpelntingan individul ataul badan hu lkulm yang melmiliki hak sah 

atas tanah yang seldang diselngkeltakan, dapat dilakulkan langkah pelncelgahan multasi 

ataul pelmblokiran telrhadap tanah telrselbult. Hal ini dilakulkan agar hak-hak melrelka 

teltap telrlindulngi sellama selngkelta belrlangsulng. 

(d) Pelnyellelsaian Mellaluli Mulsyawarah 

Selngkelta hak atas tanah yang disampaikan kelpada BPN dapat disellelsaikan mellaluli 

mulsyawarah jika pihak-pihak yang belrselngkelta belrseldia belrtelmul. BPN selring 

belrpelran selbagai meldiator dalam ulpaya melnyellelsaikan selngkelta ini selcara damai 

dan delngan melnghormati hak-hak selmula pihak yang telrlibat. 

(el) Pelncabultan ataul Pelmbatalan Sulrat Kelpultulsan Tata Ulsaha Nelgara (TUlN) 

Pelrtanahan olelh BPN 

Jika telrdapat cacat hulkulm atau l administratif dalam pelnelrbitan Sulrat Kelpultulsan 

Tata Ulsaha Nelgara (TUlN) Pelrtanahan, BPN melmiliki welwelnang ulntulk melncabult 

ataul melmbatalkan TUlN telrselbult. Hal ini dilakulkan belrdasarkan telmulan cacat 

telrselbult. 

Saat ini, banyak orang ataul badan hulkulm tellah melngajulkan kelbelratan langsulng 

kelpada kelpala Badan Pelrtanahan Nasional (BPN) karelna melrasa hak-hak melrelka 

telrganggu l. Delngan cara yang sama, pelrmohonan ulntu lk pelmbatalan selrtifikat hak 

atas tanah yang didasarkan pada kelpultulsan pelngadilan yang suldah melmiliki 

kelkulatan hulkulm yang teltap dapat dilakulkan. Belrikult adalah dasar yang 

melmbelrikan otoritas ulntulk tindakan ini, yaitul: 

(1) Ulndang-Ulndang Nomor 5 Tahuln 1960 telntang Pelratulran Dasar Pokok-

Pokok Agraria. 

(2) Pelratulran Pelmelrintah Nomor 24 Tahuln 1997 telntang Pelndaftaran Tanah. 

(3) Kelpultulsan Prelsideln Nomor 26 Tahuln 1988 telntang Pelmbelntulkan Badan 

Pelrtanahan Nasional. 

(4) Pelratulran Melntelri Nelgara Agraria/Kelpala BPN Nomor 3 Tahuln 1999. 

2) Mellaluli Pelngadilan  
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a) Jika pelnyellelsaian mellaluli mulsyawarah antara pihak-pihak tidak belrhasil ataul 

jika Kelpala BPN melmbelrikan pelnyellelsaian karelna pelninjaulan kelmbali 

telrhadap Kelpultulsan Tata Ulsaha Nelgara yang dia bu lat tidak ditelrima olelh pihak-

pihak yang belrselngkelta, selngkelta haruls disellelsaikan mellaluli prosels pelradilan. 

b) Sampai ada pultulsan pelngadilan yang melmiliki kelkulatan hulkulm teltap, peljabat 

Tata Ulsaha Nelgara tidak bolelh melngulbah statuls kelpelmilikan tanah yang 

belrsangkultan. Ini dilakulkan ulntulk melnghindari masalah di masa delpan yang 

dapat melrulgikan baik pihak keltiga maulpuln pihak yang telrlibat dalam 

pelrsellisihan. 

c) Sellama melnulnggul kelpultulsan pelngadilan yang melmiliki kelkulatan hulkulm teltap, 

dokulmeln selrtifikat hak atas tanah dianggap selbagai bulkti yang kulat. Informasi 

yang telrcantulm dalam doku lmeln telrselbult dianggap belnar dan haruls diaku li olelh 

hakim selbagai kelbelnaran, kelculali jika pihak lain dapat melmbu lktikan 

selbaliknya. 31 

Seltellah kelpultulsan hakim melnjadi hulkulm teltap, kelpala kantor pelrtanahan di tingkat 

kabulpateln ataul kotamadya, mellaluli kelpala kantor wilayah BPN di provinsi yang 

belrsangku ltan, melmiliki welwelnang ulntulk melngajulkan pelrmohonan pelmbatalan 

ataul pelncabultan Kelpultulsan Tata Ulsaha Nelgara di bidang pelrtanahan yang tellah 

diselbultkan di atas. Pelrmohonan ini haruls diselrtai delngan laporan yang melncakulp 

selmula informasi telrkait tanah, belban tanah saat ini, dan selmula masalah yang 

rellelvan.32 

 

2.1.4 Prinsip Iktikad Baik 

Sulbelkti melngelmulkakan pelndapatnya melngelnai Pelmbelli Belritikad Baik yaitul 

diartikan selbagai pelmbelli yang sama selkali tidak melngeltahuli melngelnai siapa pihak 

yang akan dihadapi selbelnarnya bulkanlah pelmilik.33 

 
31 R Sarah DL, Penegakan Hukum Agraria Dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dalam 

Proses Peradilan, Jurnal Hukum Unsrat, 2013, hlm. 105.  
32 Putu Diva Sukmawati, Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di 

Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, 2022, hlm. 90. 
33 Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung: PT Aditya, hlm. 27.. 
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Sellanjultnya melnulrult Ridwan Khairandy belrpelndapat bahwa pelmbelli belriktikad 

baik melrulpakan selselorang yang delngan pelnulh kelpelrcayaan melmbelli barang 

delngan anggapan bahwa pelnjulal belnar-belnar pelmilik dari selbulah barang yang akan 

dijulalnya.34 

Melnulrult Aguls Yuldha melnyelbultkan bahwa selbulah pelmbelli delngan itikad baik 

adalah orang yang juljulr dan tidak melngeltahuli kelcacatan yang ada pada barang yang 

dibellinya.35 

Sellanjultnya, prinsip itikad baik dibagi melnjadi dula katelgori: itikad baik sulbyelktif 

(sulbjelctivel goeldel troulw) dan itikad baik objelktif (objelctivel goeldel troulw). Namuln, 

dalam litelratulr, pelmbelli belritikad baik hanya belrbicara telntang itikad baik 

sulbjelktifnya. Selmelntara itikad baik objelktif belrarti kelpatultan, di mana tindakan 

selselorang, selpelrti pelmbelli, haruls selsulai delngan norma masyarakat, itikad baik 

sulbyelktif adalah juljulr. Telori itikad baik belrakar pada eltika sosial Romawi 

melngelnai kelwajiban lulas ulntulk keltaatan dan kelimanan yang belrlakul bagi selmula 

orang, telrlelpas dari apakah melrelka warga nelgara ataul tidak.Ikikad baik dalam 

hulkulm kontrak melngacul kelpada 3 (tiga) belntulk pelrilakul para pihak dalam kontrak 

yaitul: 

a. Selmu la pihak haruls teltap belrpelgang pada komitmeln dan kata-kata melrelka.  

b. Tidak ada pihak yang bolelh melraih kelulntulngan delngan tindakan yang 

melnyelsatkan telrhadap pihak lain. 

c. Selmu la pihak haruls melmatu lhi kelwajiban melrelka delngan juljulr dan telrhormat, 

bahkan jika kelwajiban telrselbult tidak diselpakati selcara elksplisit.36 

Seltellah Ulndang-Ulndang Nomor 5 Tahuln 1960 Telntang Pelratulran Dasar Pokok-

Pokok Agraria (UlUlPA) dibelrlakulkan, selmula ulndang-u lndang yang melngatulr objelk 

tanah tidak lagi melruljulk kelpada KUlHPelr. Namuln, UlUlPA tidak melngatulr telntang 

arti itikad baik pelngulasaan hak atas tanah selcara fisik, teltapi Pelratulran Pelmelrintah 

 
34 Ridwan Khairandy, Itikad Baik Dalam Asas Kebebasan Berkontrak, Program 

Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2004, hlm. 2. 
35 Agus Yudha Hermoko, Hukum Perjanjian Asas ProPorsionalitas Dalam Kontrak Kerja 

Komersial, Yogyakarta: Mediatama, 2014, hlm. 110. 
36 Ridwan Khairandy, Kebebasan Berkontrak Dan Pacta Sunt Servanda Versus Iktikad 

Baik: Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan, Yogyakarta: FH UII Press, 2015, hlm. 55. 



23 

 

Nomor 24 Tahuln 1997 melngatulr telntang arti itikad baik dalam hulbulngan antara 

pelmelgang selrtifikat hak atas tanah dan pelngulasaan atas tanah selcara fisik.  

Delngan belrpelgang pada prinsip itikad baik ini, pelmbelli haruls belrhati-hati dan 

melmastikan bahwa melrelka melmiliki pelmahaman yang baik telntang informasi fisik 

dan hulku lm yang dibelrikan olelh Badan Pelrtanahan Nasional (BPN). Hal ini pelnting 

agar melrelka melmiliki kelyakinan pelnulh dalam pelrjanjian julal belli delngan pelnjulal. 

Prinsip itikad baik sangat rellelvan delngan prinsip kelhati-hatian karelna pelmbelli, 

selbellulm mellakulkan transaksi julal belli tanah, pelrtama-tama haruls melmastikan 

bahwa informasi yulridis dan fisik telntang tanah yang akan dibelli selsulai delngan 

yang telrcantulm dalam selrtifikat dan bulkul tanah, yang kelmuldian haruls diselsu laikan 

delngan data yang dibelrikan olelh BPN. 

 

2.1.5 Teori Kehendak (wilstheorie) 

Mariam Daruls Badrullzaman melngelmulkakan telori telntang apa yang telrjadi saat 

pelrjanjian telrjadi. Telori kelhelndak melngatakan bahwa kelselpakatan telrjadi saat 

kelhelndak pelnelrima dinyatakan, selpelrti delngan melnullis sulrat.37 Pelrnyataan 

kelhelndak pihak-pihak dalam pelrjanjian dituljulkan telrhadap sulatul tindakan telrtelntul 

dari pihak telrselbult, dan pihak-pihak telrselbult haruls sellalul melnyatakan kelhelndaknya 

delngan cara telrtelntul. Jika tidak, fakta bahwa sulatul pelrjanjian dibulat tidak dapat 

dibulktikan mellaluli prosels hulku lm, telrultama mellaluli pelngadilan; dan hanya fakta 

yang dapat dibulktikan mellaluli prosels hulkulm yang melmiliki signifikansi hulkulm 

yang dapat dilakulkan.  

Agrelelmelnt ataul pelrseltuljulan dapat didelfinisikan selbagai pelrtelmulan nalar, yang 

belrbelda delngan pelrtelmulan pelndapat ataul kelteltapan maksuld. Olelh karelna itul, 

kelselpakatan melmbultulhkan offelr dan accelptancel dari keldula bellah pihak.  Melnulrult 

bagian 24 Relstatelmelnt Kontrak Amelrika (keldula), tawar-melnawar selndiri adalah 

ulngkapan kelinginan ulntulk mellakulkan transaksi agar orang lain tahul bahwa melrelka 

 
37 Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan Cet. III, Bandung: PT CITRA 

ADITYA BAKTI, 2011, hlm. . 
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akan seltu ljul delngan transaksi telrselbult, yang pada gilirannya akan melnultulp 

transaksi. 

Dalam hal accelptancel, pihak yang melnawarkan, ataul orang yang melnawarkan, 

melnulnjulkkan pelrseltuljulan telrhadap pelnawaran telrselbu lt. Singkatnya, ijab dan kabull 

sama delngan tawar-melnawar. Dalam bahasa Indonelsia, konselp ini diselbult selbagai 

pelrselsulaian kelinginan.38 Ulnsulr kelhelndak melrulpakan salah satul ulnsulr pelnting bagi 

para pihak yang ingin melngadakan sulatul pelrjanjian olelh selbab kelhelndak yang 

melrulpakan wuljuld dari selbulah conselnt para pihak, delngan delmikian keltika dula 

pihak telrlibat dalam sulatul pelrjanjian melmiliki kelhelndak yang baik, tidak ada 

kelmulngkinan timbullnya pelrsellisihan di kelmuldian hari. Selbaliknya, jika salah satul 

pihak melmiliki kelhelndak yang bulrulk dan dimanifelstasikan dalam sulatul pelrjanjian, 

pelrsellisihan akan mulncull di kelmuldian hari karelna kelhelndak hanyalah niat, dan niat 

telrselbult dapat diwuljuldkan dalam belntulk pelrbulatan hu lkulm. 

2.1.6 Kerangka Berpikir 

Kelrangka Pikir adalah selbulah bagan ataul selbulah alulr yang melnjellaskan melngelnai 

pelrmasalahan dalam pelnellitian. Kelrangka pikir telrselbu lt di mullai dari pelrmasalahan 

yang ada sampai pelncapaian tuljulan pelrmasalahan. 

 

 

 

   

 

 

 
38 Henry R. Cheesemen, Contemporary Business & E-Commerce Law, New Jersey: 

Pretince Hall, 2003, hlm. 215. 
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Keltelrangan: 

Telrdapat julal belli yang tellah dilakulkan olelh Pelnjulal dan Pelmbelli telrhadap  4 

(elmpat) objelk tanah yang masing-masing dikulasai atas nama pelnjulal. Namuln, 

seltellah akta julal belli tanah telrbit pelmbelli belselrta pelnju lal digulgat olelh pihak lain kel 

Pelngadilan Nelgelri Kotabulmi.  

Pelnggulgat melrulpakan pihak dilular pelrbulatan hulku lm julal belli yang melmbelri 

keltelrangan selbagai ahli waris dari pelmilik sah tanah telrselbult. Pada pelradilan 

tingkat pelrtama dan banding hakim melmbelrikan pultulsan bahwa pelralihan hak atas 

tanah telrselbult tidak sah dikarelnakan pelnjulal melnjulal tanah tanpa pelrseltuljulan dari 

ahli waris yang selbellulmnya pelwaris (almarhulm) mellakulkan pelrjanjian selcara lisan 

kelpada pelmelgang selrtifikat itul u lntulk selkeldar dititipkan tanah.  

Namuln, pada pelradilan tingkat kasasi hakim Mahkamah Agulng melmbelrikan 

melngadili selndiri delngan melmbelrikan pultulsan bahwa pelmbelli melrulpakan pelmbelli 

yang belritikad baik, selrta melmbelnarkan pelralihan hak tanah atas julal belli tanah 

yang dilakulkan telrselbult. 
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 Profil Instansi 

2.2.1 Deskripsi Instansi 

a. Nama Instansi 

Nama instansi telmpat pellaksanaan kelgiatan magang yaitul Kantor Hulkulm Sopian 

Sitelpul & Partnelrs. Selcara melndasar, Kantor Hulkulm Sopian Sitelpul & Partnelrs 

belrseldia dan siap mellayani belrbagai konsulltasi dan pelnyellelsaian masalah hulkulm 

dalam belrbagai aspelk hulkulm di Indonelsia. Ulntulk itul, Kantor hulkulm ini tellah 

melmbina dan selnantiasa mellakulkan ulpdatel jaringan bidang kelilmulan delngan 

belbelrapa Gulrul Belsar dalam melmbelrikan pelngayaan atas norma-norma hulku lm dan 

telknik pelnelmulan hulkulm belrdasarkan asas ilmul hulkulm selhingga seltiap kajian dan 

analisis telrhadap belrbagai pelrmasalahan yang telrjadi telrbelntulk selcara konprelhelnsif 

belrdasarkan atulran hulkulm yang belrlakul. 

 

b. Logo Instansi 

 

 

 

c. Visi dan Misi Instansi 

Kantor Hulkulm SOPIAN SITElPUl & PARTNElRS dideldikasikan ulntulk mellayani 

kelbultulhan jasa hulkulm dalam belntulk konsulltasi hulkulm dan pelndampingan atas 

seltiap masalah hulkulm yang dihadapi masyarakat selcara litigasi dan non-litigasi. 

Kantor Hulkulm Kami sellalul melngeldelpankan hulkulm yang belrlakul selbagai solulsi 

delngan teltap melnjulnjulng tinggi eltika dan profelsionalismel dalam pellayanan hulkulm 

yang dibelrikan. 

Bagi kantor hulkulm Kami, seltiap Klieln melmiliki kelduldulkan yang seljajar di mata 

hulkulm dan melmiliki hak yang  sama di mata hulkulm tanpa pelrbeldaan sulkul, agama 

dan asal ulsullnya. Ulntulk itul, Kami belrulsaha sellalul dapat melmbelrikan kelyakinan 

dan kelpelrcayaan kelpada seltiap Klieln  agar dapat melmbelrikan solulsi telrbaik bagi 

Gambar 1 Logo Kantor Hukum Sopian Sitepu & Partners 
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pelrmasalahan hulkulm yang dihadapi. Delngan ini, Kami dapat belrpelran selbagai 

pelnaselhat, pelmbimbing dan fasilitator. Kelpulasan telrbaik bagi Kami adalah 

melmbelrikan pellayanan maksimal dan telrbaik delmi kelpulasaan, keltelntraman dan 

kelpelrcayaan Klieln. Kelpelrcayaan Klieln adalah modal ultama Kami, selhingga Kami 

sellalul belrkomitmeln ulntulk melnjaga kelrahasian seltiap masalah yang dihadapi olelh 

Klieln. 

Kami yakin dan pelrcaya, kelpelrcayaan Klieln ulntulk belkelrjasama delngan Pelnaselhat 

Hulkulm ataul melmiliki Pelnaselhat Hulkulm selndiri dapat melmbelrikan keltelnangan 

dalam mellakulkan seltiap pelrbulatan hulkulm yang melnjadi bagian dari pelkelrjaan ataul 

kelgiatan bisnis adalah ibarat mellakulkan seltiap pelrbu latan hulkulm yang  melnjadi 

bagian dari pelkelrjaan ataul kelgiatan bisnis adalah ibarat mellakulkan “invelstasi” 

hidulp jangka panjang. Belsar harapan Kami, delngan melnjadi Pelnaselhat 

Hulkulm/Advokat pribadi, pelrulsahaan dan lelmbaga pelmelrintahan dapat 

melningkatkan kelpelrcayaan diri dalam belrkelrja dan melnjalankan aktifitas selrta 

melnjamin kelpastian hulkulm dalam belrulsaha selhingga seltiap langkah yang diambil 

dalam pelrkelrjaan dan bisnis dapat belrhasil delngan sulksels dan selsulai delngan 

keltelntulan hulkulm yang belrlakul. 

Seltiap manulsia melmbultulhkan keladilan dan melmpelrolelh kelpastian hulkulm dalam 

pelrkelrjaan dan bisnisnya selhingga Kami sellalul belrulsaha ulntulk melmbantu l 

melnciptakan keladilan bagi seltiap Klieln atas masalah hulkulm yang dihadapi, dan 

melningkatkan kelpelrcayaan Klieln walaulpuln banyak pelrmasalahan hulkulm yang 

sellalul hadir dan mulngkin timbull. Ulntulk itul, delngan belrbelkal kelbelnaran,  maka 

tidak pelrlul takult dalam melraih keladilan yang belrpangkal pada atulran hulkulm.  Olelh 

karelna itu l, Kami belrulsaha kelras  ulntulk belrtindak sigap dan dan celpat bagi seltiap 

pelrmasalahan hulkulm yang dihadapi Klieln Kami.Seljarah lokasi Kantor Hulkulm 

Sopian Sitelpul & Partnelrs 

 

2.2.2 Sejarah Kantor Hukum Sopian Sitepu & Partners 

Seljak disahkannya Ulndang-ulndang No. 1 Tahuln 1967 telntang Pelnanaman Modal 

Asing, kantor advokat modelrn mullai belrmulncullan di Tanah Air. Hal ini tak lelpas 

delngan belralihnya kelkulasaan pelmelrintahan ordel lama kel ordel barul. Saat tul, 
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kelmbalinya invelstor asing yang didominasi olelh bidang pelrtambangan selrta minyak 

dan gas bulmi, melnjadi salah satul kelselmpatan yang dilihat olelh belbelrapa advokat 

ulntulk melmullai praktik hulkulm yang lelbih telrorganisasi mellaluli belntulk pelrselkultulan 

pelrdata ataulpuln firma. Kantor Advokat Ali Buldiarjo Nulgroho Relksodipultro 

(ABNR), Adnan Bulyulng Nasultion & Associatels (ABNA), dan Mochtar, Karulwin, 

Komar (MKK) adalah tiga kantor advokat modelrn gelnelrasi pelrtama. Kantor 

Hulkulm Kami belrseldia dan siap mellayani belrbagai konsulltasi dan pelnyellelsaian 

masalah hulkulm dalam belrbagai aspelk hulkulm di Indonelsia. Ulntulk itul, Kami tellah 

melmbina dan selnantiasa mellakulkan ulpdatel jaringan bidang kelilmulan delngan 

belbelrapa Gulrul Belsar dalam melmbelrikan pelngayaan atas norma-norma hulku lm dan 

telknik pelnelmulan hulkulm belrdasarkan asas ilmul hulkulm selhingga seltiap kajian dan 

analisis Kami telrhadap belrbagai pelrmasalahan yang telrjadi telrbelntulk selcara 

konprelhelnsif belrdasarkan atulran hulkulm yang belrlakul. Jasa/pellayanan hulkulm yang 

dapat dibelrikan olelh Kantor Hulkulm Kami selcara ulmulm mellipulti sellulrulh aspelk 

hulkulm selbagai belrikult: bidang pidana, pelrdata, adminstrasi nelgara dan konstitulsi. 

Selcara khulsuls mellipulti bidang pelrtanahan, keltelnagakelrjaan, bisnis, harta kelkayaan, 

pelrkawinan, propelrti, lelgalitas pelrulsahaan, pelrsaingan culrang dan lain selbagainya. 

Selcara praktis, Kami sellalul siap selcara rultin melmbelrikan relvielw atas kontrak, 

contract drafting, melnyulsuln lelgal opinion, melnyulsuln langkahlangkah pelnyellelsaian 

masalah yang dipelrlulkan Klieln baik ulntulk kelpelntingan pribadi maulpuln ulntulk 

kelmajulan bisnis. Dalam bidang bisnis, seljak awal melndirikan bisnis maka seltiap 

bisnis yang lelgal adalah bisnis yang dijalankan olelh pelrulsahaan. Seltiap pelrulsahaan 

haruls melmiliki dokulmeln lelgalitas agar sah dan dibelnarkan olelh melnulrult hulkulm 

selhingga dapat melnjalankan kelgiatan ulsahanya. Belrbagai belntulk ulsaha pelrulsahaan, 

antara lain: pelrselorangan (PO), Firma, CV, PT, Kopelrasi dan BUlMN. Selmula 

belntulk pelrulsahaan telrselbult tidak dapat melnjalankan kelgiatan ulsaha jika tidak 

melmiliki dokulmeln lelgalitas lelngkap telrhadap ulsahanya telrselbult. Kulnci kelsulkselsan 

ulsaha pelrulsahaan adalah banyak kontrak bisnis yang dibulat delngan pihak lain. 

Seltiap kontrak yang baik selharulsnya disulsuln delngan format yang belnar dan isi 

haruls melnjadi Ulndang-ulndang bagi pihak yang melmbulatnya. Kantor Hulkulm 

Sopian Sitelpul and Partnelrs dapat melmbantul ulntulk melnyulsuln kontrak yang telpat 

belrdasarkan atulran hulkulm yang belrlakul yang dikelnal selbagai “contract drafting”. 
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Agar ulsaha yang dijalankan itul, telrjamin kelpastian hu lkulm, maka selbaiknya seltiap 

langkah yang akan ditelmpulh dimintakan dullul advicel dari Tim advokat mellalul 

“lelgal opinion” bulkan melmintanya seltellah telrjadi masalah dalam ulsaha. Sellain itul, 

mulngkin saja pada sulatul saat, su latul pelrulsahaan belrniat mellakulkan melrgelr, akulisisi 

ataul konsolidasi delngan pelrulsahaan lain. Tim advokat puln dapat diminta saran atau l 

relkomelndasi atas tindakan bisnis yang diambil. Kelsulkselsan ulsaha pelrulsahaan pada 

sulatul waktul dapat pulla diikulti delngan tindakan culrang ataul pelrsaingan tidak selhat 

dari pellakul ulsaha lain ataul kellompok pellakul ulsaha. Ulntulk itul, delngan bantulan Tim 

advokat, kami dapat melmbantul pelrulsahaan dalam melnyikapi masalah telrselbult dan 

mellakulkan pellaporan kel KPPUl yang wajib didampingi olelh selorang Advokat. 

2.2.3 Struktur Organisasi Kantor Hukum Sopian Sitepu & Partners 
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Gambar 2 Struktur Organisasi Kantor Hukum Sopian Sitepu & Partners 
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III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

 

 Metode Penelitian 

Selbulah pelnellitian pada dasarnya melmelrlulkan selbu lah meltodel pelnellitian yang 

sistelmatis, selhingga melmbelrikan informasi yang dapat dipelrcayai dan selsulai 

delngan ilmul pelngeltahulan yang selbelnar-belnarnya selrta muldah dipahami olelh 

pelmbaca ulmulm. Pelnellitian hulku lm dasarnya adalah selbulah kelgiatan akadelmis yang 

haruls belrdasarkan delngan meltodel-meltodel, sistelmatika dan analisis yang belrasal 

dari pelmikiran telrtelntul, delngan tuljulan melmpellajari satul ataul belbelrapa geljala 

hulkulm yang ada delngan cara melnelliti geljala-geljala telrselbult. Maka, pelnellitian 

hulkulm dalam hal melnelliti geljala-geljala telrselbult diharulskan melndalami fakta 

hulkulmnya yang diharapkan dapat melnelmulkan selbulah pelmelcahan atas 

pelrmasalahan-pelrmasalahan yang mulncull di dalam geljala-geljala telrselbult.39 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Dilihat dari sifatnya, pelnellitian ini dapat dikatelgorikan selbagai pelnellitian hulkulm 

yang belrsifat normatif (normatif law relselarch) selcara in action yang melnelliti 

pelristiwa hulkulm telrtelntul yang timbull pada kelhidulpan masyarakat.40 Pelnellitian ini 

melngkaji konselp hulkulm (gelnulinel lelgal concelpts) selbagai selbulah norma ataul 

kaidah yang belrlakul dalam kelhidulpan masyarakat, belrulpa norma, kaidah maulpuln 

pelratulran pelrulndang-ulndangan yang belrlakul pada seltiap masyarakat dan melnjadi 

selbulah aculan. Pokok kajian dari pelnellitian ini adalah pellaksanaan atau l 

implelmelntasi keltelntulan hulkulm positif ataul kontrak selcara faktulal pada seltiap 

pelrisitiwa hulkulm yang telrjadi dalam kelhidulpan masyarakat ulntulk melncapai tuljulan-

 
39 Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Metode Penelitian Hukum, Bandung: PT CITRA 

ADITYA BAKTI, 2004, hlm. 32. 
40 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hlm. 134. 
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tuljulan yang ditelntulkan. Pelnellitian ini dilakulkan delngan mellakulkan kajian hulkulm 

normatif belrulpa bahan-bahan kelpulstakaan, dan pelratulran pelrulndangan-ulndangan 

melmiliki hulbulngan delngan pelrlindulngan hulkulm telrhadap julal belli yang dilakulkan 

olelh pelmbelli belritikad baik, kelmuldian dilakulkan analisa telrhadap implelmelntasinya 

pada pultu lsan Pelrkara Nomor. 1165K/PDT/2022. 

3.1.2 Tipe Penelitian 

Belrdasarkan pada pelrmasalahan-pelrmasalahan yang dibahas dalam pelnellitian ini, 

maka tipel pelnellitian melnggulnakan tipel pelnellitian delskriptif yaitul pelnellitian delngan 

tuljulan ulntulk dapat melnggambarkan selcara jellas, sistelmatis, dan telrinci.41 Pelnellitian 

ini diharapkan mampul ulntulk melmbelrikan informasi yang lelngkap, jellas, dan akulrat 

melngelnai pelrlindulngan hulkulm telrhadap julal belli tanah yang dilakulkan olelh 

pelmbelli belritikad baik. 

3.1.3 Pendekatan Masalah 

Dalam hal pelmbahasan di pelnellitian ini pelnullis akan melnggulnakan pelndelkatan 

delngan pelndelkatan pelratulran pelrulndang-ulndangan (statultel approach) dan 

pelndelkatan kasuls (juldicial casel stuldy). Pelndelkatan delngan pelratulran pelrulndang-

ulndangan dilakulkan delngan melnganalisa selcara komprelhelnsif sellulrulh pelratulran 

pelrulndang-ulndangan dan relgu llasi yang melmiliki keltelrkaitan delngan isu l ataul 

pelrmasalahan yang seldang ditelliti.42 Pelndelkatan kasuls melrulpakan pelnelrapan 

hulkulm normatif pada selbulah pelristiwa hulkulm yang melnimbullkan konflik 

kelpelntingan (conflict of intelrelst) yang melnyelbabkan keltidakmampulan para pihak 

ulntulk melnyellelsaikan konflik telrselbult, selhingga pelnyellelsaiannya dilakulkan mellaluli 

pelngadilan yang belrwelnang.43 Pelnellitian ini melngkaji Pultulsan Mahkamah Agulng 

Nomor 1165K/Pdt/2022 yang belrkelnaan delngan pelmbelli tanah yang melnulrult 

pultulsan hakim Mahkamah Agu lng belriktikad baik atas julal belli tanah. 

 
41

 Ibid, hlm. 50. 
42 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Surabaya: Universitas Airlangga, 2010, hlm. 

139. 
43

 Ibid, hlm. 150. 
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3.1.4 Jenis dan Sumber Data 

Belrdasarkan delngan geljala-geljala yang melnimbullkan pelrmasalahan dan 

pelndelkatan masalah yang digulnakan maka pelnellitian ini melnggulnakan data 

selkulndelr. Data selkulndelr melrulpakan data yang dipelrolelh delngan melmbaca, 

melnellaah, dan melngultip bahan-bahan kelpulstakaan dan dokulmeln, selhingga 

didapatkan belrbagai telori, asas, dan pelratulran yang belrkaitan delngan pelrmasalahan 

yang ditelliti. Adapuln data selkulndelr yang digulnakan adalah selbagai belrikult: 

a. Bahan Hulkulm Primelr 

Bahan hu lkulm primelr yaitul bahan-bahan yang digu lnakan dalam pelnellitian ini 

belrulpa pelratulran pelrulndang-ulndangan, bahan hulkulm primelr dalam pelnellitian ini 

adalah selbagai belrikult: 

1) Kitab Ulndang-Ulndang Hulkulm Pelrdata. 

2) Ulndang-Ulndang Nomor 5 Tahuln 1960 telntang Pelratulran Dasar Pokok-Pokok 

Agraria 

3) Pelratu lran Pelmelrintah (PP) Nomor 24 Tahuln 1997 telntang Pelndaftaran Tanah 

4) Sulrat Eldaran Mahkamah Agulng Nomor 7 Tahuln 2014 

5) Sulrat Eldaran Mahkamah Agulng Nomor 4 Tahuln 2016 

6) Pultulsan Pelngadilan Nelgelri Kotabulmi Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Kbul 

7) Pultulsan Pelngadilan Tinggi Tanjulng Karang Nomor 72/ 

8) Pultulsan Mahkamah Agulng Nomor 1165K/Pdt/2022 

b. Bahan hulkulm selkulndelr 

Pada pelnellitian ini bahan hulku lm selkulndelr akan melmbelrikan selbulah pelnjellasan 

telrhadap bahan hulkulm primelr. Bahan-bahan yang digulnakan belrasal dari bahan 

kelpulstakaan, bulkul ilmul hulkulm, wawancara delngan narasulmbelr ahli hulkulm, bahan 

kulliah maulpuln litelratulr-litelratu lr yang belrkaitan elrat delngan pokok pelrmasalahan 

yang seldang ditelliti. 

c. Bahan Hulkulm Telrsielr 
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Bahan hu lkulm telrsielr melrulpakan bahan yang dituljulkan ulntulk melmbelrikan peltulnjulk 

ataul pelnjellasan telrhadap bahan hulkulm primelr dan bahan hulkulm selkulndelr yang 

dipakai. Bahan hulkulm telrsielr yang digulnakan dalam pelnellitian ini belrasal dari 

intelrnelt, kamuls hulkulm, dan kamuls bahasa. 

3.1.5 Metode Pengumpulan Data 

Meltodel pelngulmpullan data dalam pelnellitian ini adalah selbagai belrikult: 

1. Stuldi Pulstaka (library relselarch), meltodel ini digu lnakan delngan tuljulan ulntulk 

melmpelrolelh bahan data selkulndelr delngan pelnullis melmbaca, melnellaah, dan 

melngultip pelratulran pelrulndang-ulndangan, bulku l-bulkul dan litelratulr yang 

belrkaitan elrat delngan pelrlindulngan hulkulm telrhadap julal belli tanah yang 

dilaku lkan olelh pelmbelli belritikad baik. 

2. Stuldi Dokulmeln, delngan mellakulkan pelngkajian informasi telrtullis melngelnai 

hulkulm yang tidak dipulblikasikan selcara ulmulm teltapi bolelh dikeltahuli olelh pihak 

telrtelntul. Selpelrti pelngajar hulkulm, pelnelliti hulkulm, praktisi hulkulm, dalam rangka 

melngkaji pelrmasalahan hulkulm yang telrjadi. Stuldi dokulmeln ini dilakulkan 

delngan melngkaji dokulmeln-dokulmeln yang belrkaitan delngan pelrmasalahan yang 

seldang ditelliti. 

3.1.6 Metode Pengolahan Data 

Pelngolahan data disajikan delngan mellaluli tahapan-tahapan dalam melnyulsu ln data 

yang tellah didapatkan dan dikulmpullkan selhingga data-data telrselbult siap ulntulk 

dianalisis. Pelnullis pada pelnellitian ini akan mellakulkan pelngolahan data delngan 

tahapan selbagai belrikult: 

a. Seleksi data 

Tahapan dimana pelnullis mellakulkan velrifikasi telrhadap data yang didapatkan dari 

belrbagai sulmbelr kelpulstakaan dan sulbstansi Pultulsan Nomor 1165K/PDT/2022. 

Sellelksi data ini dilakulkan gulna melngeltahuli data yang suldah telrkulmpull adalah data 

yang belnar dan tellah selsulai delngan masalah. 
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b. Klasifikasi data 

Kelgiatan pelngulrultan data melnulrult kellompok-kellompok yang tellah dipelrsiapkan 

delngan tu ljulan data yang akan digulnakan adalah belnar-belnar dipelrlulkan dan akulrat 

ulntulk dapat dilakulkan analisis telrhadapnya. 

c. Penyusunan data 

Pelnyulsulnan data dimaksuldkan pelnullis ulntulk melnelmpatkan selrta melnyulsuln data-

data yang saling belrhulbulngan selhingga melmpelrmuldah pelnullis ulntulk mellakulkan 

intelrpreltasi data. 

d. Wawancara 

Wawancara melrulpakan meltodel yang digulnakan pelnu llis ulntulk dapat melmpelrolelh 

data primelr melngelnai objelk yang melnjadi pelnellitian. Hal ini dilakulkan gulna 

melmpelrolelh data yang akulrat dan lelbih lelngkap delngan cara melngajulkan 

pelrtanyaan-pelrtanyaan selcara lisan yang belrhulbulngan elrat delngan pelrmasalahan 

pada pelnellitian. Telrdapat 2 (dula) pihak yang diwawancarai, yaitul dari pihak 

advokat Telrgulgat ataul Pelmbelli yaitul Kabull Buldiono, S.H., M.H yang melru lpakan 

Selnior Partnelr dari Kantor Hulkulm Sopian Sitelpul & Partnelrs. Lalul, pihak keldula 

yaitul doseln akadelmisi bidang Hulkulm Pelrdata di Fakulltas Hulkulm Ulnivelrsitas 

Lampulng yaitul Mulhammad Welndy Trijaya, S.H., M.Hulm. 

3.1.7 Analisis Data 

Analisis data dilakulkan selcara delskriptif kulalitatif delngan mellakulkan pelngulraian 

data yang belrmultul delngan belntulk kalimat yang telrsu lsuln, dan logis, tidak saling 

tulmpang tindih dan elfelktif. Pelnellitian pada akhirnya disajikan selcara telrsulsu ln dan 

sistelmatis yang kelmuldian kelsimpullannya ditarik gulna melmpelrolelh gambaran yang 

sangat jellas telntang pelrlindulngan hulkulm telrhadap ju lal belli yang dilakulkan olelh 

pelmbelli belritikad baik. 
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 Metode Praktik Kerja Lapangan 

3.2.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Praktik Kelrja Lapangan (PKL) dilakulkan sellama 4 bullan, mullai dari tanggal 22 

Agulstuls 2023 sampai delngan 22 Delselmbelr 2023, Hari kelrja dilakulkan dari hari 

Selnin sampai Julmat. Ulntulk hari Selnin sampai Julmat dari pulkull 09.00 WIB – 16.00 

yang dilaksanakan di Jalan. Ki Maja No.mor 172, Pelrulmnas Way Halim, Way 

Halim, Kota Bandar Lampulng, Lampulng 35132 

3.2.2 Metode Pelaksanaan 

Program magang yang dilaksanakan di Kantor Hulku lm Sopian Sitelpul & Partnelrs 

melmiliki dula orang pelmbimbing, yaitul selorang doseln selbagai pelnanggulng jawab 

kelgiatan magang dan selorang pelmbimbing lapangan yang belrasal dari Kantor 

Hulkulm Sopian Sitelpul & Partnelrs yaitul bapak Firdauls Franata Baruls, S.H., M.Kn., 

yang akan melmbelrikan bimbingan langsulng sellama pelriodel magang. Adapuln 

meltodel-meltodel yang digulnakan dalam rangka melndapatkan hasil pelnellitian ini 

adalah selbagai belrikult, yaitul: 

1) Wawancara 

Meltodel ini digulnakan ulntulk melmpelrolelh pelmahaman yang lelbih baik telntang 

aspelk telknis dari pelkelrjaan dan proseldulr yang telrkait. Wawancara ini dilakulkan 

selsulai delngan peltulnjulk lapangan ataul delngan arahan langsulng dari pelmbimbing 

lapangan yang ditulnjulk olelh Kantor Hulkulm Sopian Sitelpul & Partnelrs. 

2) Pelngamatan langsulng 

Dalam pelnellitian ini, kami mellihat bagaimana sistelm kelrja dan cara karyawan 

belkelrja di Kantor Hulkulm Sopian Sitelpul & Partnelrs. 

3) Praktik  

Praktik lapangan adalah praktik di mana pelselrta magang selcara nyata telrlibat dalam 

kelgiatan yang dilakulkan olelh Kantor Hulkulm Sopian Sitelpul & Partnelrs. Selbellulm 

praktik dimullai, mahasiswa akan melndelngarkan pelnjellasan matelri dari 

pelmbimbing lapangan dan staf lain yang telrlibat dalam praktik. 
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4) Elvalu lasi Magang 

Pelnilaian dilakulkan ulntulk melngeltahuli seljaulh mana hasil magang tellah dicapai. 

5) Laporan Dokulmelntasi 

Sellama magang di Kantor Hulkulm Sopian Sitelpul & Partnelrs, dokulmelntasi dibulat 

ulntulk melnyimpan selmula informasi yang rellelvan dan melnjadi bulkti bahwa 

mahasiswa tellah ikult selrta dalam seltiap kelgiatan yang dilakulkan di telmpat magang. 

3.2.3 Tujuan Magang 

Telrdapat belbelrapa tuljulan yang melnjadi dasar dilaksanakannya program magang 

kelrja, yang mellibatkan kelrjasama antara Fakulltas Hulkulm Ulnivelrsitas Lampulng 

delngan Kantor Hulkulm Sopian Sitelpul & Partnelrs. Tuljulan-tuljulan telrselbult dapat 

dikelmbangkan selbagai belrikult: 

a. Bagi Ulnivelrsitas Lampulng: 

1. Melmbanguln Kelrjasama  

Tuljulan ultama adalah ulntulk melmbanguln dan melmpelrkulat kelrjasama antara 

Fakulltas Hulkulm Ulnivelrsitas Lampulng delngan Kantor Hulkulm Sopian Sitelpul & 

Partnelrs. Kelrjasama ini melnciptakan pellulang kolaborasi yang saling 

melngulntulngkan antara institulsi pelndidikan dan praktisi hulkulm. 

2. Elvalu lasi Program MBKM  

Program magang ini julga belrfulngsi selbagai alat elvalulasi program Magang 

Belrbasis Kampuls (MBKM) yang ada di Fakulltas Hulkulm. Hasil dari magang 

dapat melmbelrikan masulkan belrharga ulntulk melningkatkan kulalitas pelndidikan 

dan melmastikan lullulsan melmiliki keltelrampilan yang selsulai delngan tu lntultan 

dulnia kelrja. 

3. Promosi Fakulltas Hulkulm 

Magang ini julga dapat melnjadi alat promosi bagi Fakulltas Hulkulm Ulnivelrsitas 

Lampulng. Prelstasi mahasiswa dalam magang dapat melnjadi bulkti nyata telntang 

kompeltelnsi dan kulalitas pelndidikan yang dibelrikan olelh fakulltas. 
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b. Bagi Mahasiswa 

1. Pelningkatan Wawasan  

Magang MBKM melmbelrikan kelselmpatan kelpada mahasiswa ulntulk melnambah 

wawasan melrelka telntang praktik hulkulm yang selbelnarnya, telrultama dalam 

kontelks prodelo dan probono yang dijalankan olelh Kantor Hulkulm Sopian Sitelpul 

& Partnelrs. 

2. Pelnelrapan Telori 

Mahasiswa dapat melnelrapkan telori-telori yang melrelka pellajari sellama 

pelrku lliahan kel dalam situlasi praktis di lapangan. Ini melmbantul melrelka 

melngaitkan konselp-konselp teloritis delngan aplikasi nyata dalam praktik hulkulm 

selhari-hari. 

3. Kelmampulan Analisis 

Mellaluli magang, mahasiswa melmiliki kelselmpatan ulntulk melngkaji 

pelrmasalahan-pelrmasalahan praktis dalam dulnia kelrja dan melngelmbangkan 

kelmampulan melrelka dalam melmbelrikan solulsi yang selsulai delngan telori yang 

melrelka pellajari. 

4. Pelngalaman Praktis 

Magang ini julga belrtuljulan ulntulk melmbelrikan pelngalaman praktis kelpada 

mahasiswa. Melrelka dapat melmahami bagaimana melmbelrikan bantulan hulkulm 

baik selcara pro-bono (tanpa bayaran) maulpuln pro-delo (atas pelrintah delwa) di 

lingku lngan Kantor Hulkulm Sopian Sitelpul & Partnelrs. 

Delngan melngelmbangkan tuljulan-tuljulan ini, program magang kelrja dapat 

melmbelrikan manfaat yang lelbih belsar bagi Ulnivelrsitas Lampulng, mahasiswa, dan 

Kantor Hulkulm Sopian Sitelpu l & Partnelrs dalam melnghadapi tantangan dulnia 

hulkulm yang selmakin komplelks. 

3.2.4 Manfaat Kerja Magang 

a. Pelngalaman Praktis 

Magang melmbelrikan kelselmpatan kelpada mahasiswa ulntulk melndapatkan 

pelngalaman praktis di lapangan yang selsulai delngan bidang stuldi yang seldang 

ditelmpulh. Hal ini melmulngkinkan mahasiswa ulntulk melngaplikasikan telori yang 

dipellajari di dalam mata kulliah kel Kantor Hulkulm Sopian Sitelpul & Partnelrs. 
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b. Pelmbellajaran dari Profelsional 

Sellama magang, mahasiswa dapat bellajar langsulng dari para profelsional yang 

suldah belrpelngalaman dalam indulstri telrselbult. Melrelka dapat melngamati dan 

bellajar dari praktik-praktik telrbaik yang mulngkin tidak diajarkan di dalam bulkul 

pellajaran. 

c. Neltworking 

Magang julga melmbulka pintul bagi mahasiswa ulntulk melmbanguln jaringan 

profelsional. Mahasiswa dapat belrintelraksi delngan relkan kelrja, atasan, dan 

bahkan selsama mahasiswa magang. Jaringan ini dapat melnjadi aselt belrharga 

dalam melncari pelkelrjaan di masa delpan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

 

 Kesimpulan 

Belrdasarkan hasil pelnellitian yang tellah disampaikan, maka dapat diambil selbulah 

kelsimpullan selbagai belrikult: 

Pelmbelli belritikad baik melnulrult Pelratulran Pelrulndang-Ulndangan yang belrlakul 

ditelntulkan belrdasarkan ulpaya-ulpaya yang selselorang pelmbelli lakulkan keltika 

mellakulkan julal belli telrhadap bidang-bidang tanah. Melngelnai Aspelk itikad baik 

telrhadap Pelmbelli yang belritikad baik dilindulngi olelh ulndang-ulndang melru lpakan 

norma obyelktif yang haruls dipatulhi olelh selmula pihak. Pelmbelli yang mellaksanakan 

transaksi selsulai delngan proseldu lr yang diteltapkan olelh hulkulm dan delngan hati-hati 

melmelriksa statuls tanah yang akan dibelli, melmiliki hak pelrlindulngan, selhingga 

pelmbelli belritikad baik adalah pihak yang tellah mellakulkan ulpaya-ulpaya delngan 

kelyakinan bahwa melrelka seldang belrhadapan delngan pelmilik sah tanah telrselbult. 

Melngelnai langkah-langkah telrselbult dapat dilihat mellaluli SElMA No.4 Tahuln 2016 

yang melrulmulskan bagaimana selselorang Pelmbelli tanah dianggap selbagai pelmbelli 

yang belritikad baik. Rulmulsan SElMA No.4 Tahuln 2016 telrselbult melru lpakan 

lanjultan dari rulmulsan Pelmbelli belritikad baik yang selbellulmnya dirulmulskan mellaluli 

SElMA No. 7 Tahuln 2012. 

Telrakhir dalam pelngalihan hak atas tanah, tidak hanya dilihat dari riwayat transisi 

fisik, mellainkan julga dari kelpelmilikan sah yang telrcelrmin dalam pelrulbahan nama 

atas kelpelmilikan. Pelmbelli melmiliki hak ulntulk melngganti nama selrtifikat tanah jika 

melrelka dapat melmbulktikan bahwa melrelka adalah pelmilik yang sah atas objelk 

tanah telrselbult. SElMA No. 7 Tahuln 2012 melnjellaskan bahwa pelmbelli belritikad baik 

adalah melrelka yang tidak melmiliki dulgaan bahwa objelk tanah telrselbult bulkan hak 

milik pelnjulal, dan melrelka melmiliki pelrlindulngan hulkulm.
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Namuln, dalam selngkelta tanah, ulpaya pelmbelli sangat pelnting. Melrelka haruls 

melmbulktikan bahwa melrelka tellah melngikulti proseldu lr hulkulm yang selsulai, selpelrti 

mellakulkan pelngelcelkan telrhadap statuls tanah. Ini dipelrlulkan agar pelmbelli yang 

telrlibat dalam selngkelta melndapatkan pelrlindulngan hulkulm. SElMA No. 7 Tahuln 

2012 julga melnelkankan bahwa harta warisan adalah milik selmula ahli waris, dan 

pelnjulalan tanah tanpa pelrseltulju lan para ahli waris melrulpakan pelrbulatan mellawan 

hulkulm yang dapat melngakibatkan tulntultan ganti rulgi. Sellanjultnya, SElMA No. 4 

Tahuln 2016 melngatulr kritelria-kritelria yang melnelntulkan apakah selorang pelmbelli 

dianggap belritikad baik dan dilindulngi olelh hulkulm belrdasarkan Pasal 1338 ayat (3) 

KUlHPelrdata, selhingga julal belli tanah yang dilakulkan olelh pelmbelli belritikad baik 

harulslah dianggap sah melnulrult hulkulm. Selmula pelngatulran melngelnai pelrlindulngan 

hulkulm ini melnulnjulkkan komplelksitas dalam pelngalihan hak atas tanah dan 

pelrlindulngan hulkulm bagi pelmbelli, telrultama dalam kontelks selngkelta tanah. 

 

 Saran 

Belbelrapa saran yang pelnullis sarankan bagi pelmbaca belrdasarkan yang tellah pelnullis 

telliti selbagai kontribulsi dari pelnullisan hulkulm ini agar tanah dikelmuldian hari tidak 

dipelrmasalahkan keldelpannya, yaitul: 

1) Kelpada masyarakat 

Pelnullis melnyarankan kelpada pelmbelli agar tidak ragul ulntulk belrtanya melngelnai 

statuls pelrolelhan tanah yang dimiliki olelh pelnjulal. Sellanjultnya, pelmbelli tanah 

wajib melngeltahuli langkah-langkah yang diatu lr melnulrult hulkulm dalam 

mellakulkan julal belli tanah, selpelrti mellakulkan julal belli tanah dihadakan 

Notaris/PPAT, mellakulkan pelngelcelkan telrhadap statuls tanah di Badan 

Pelrtanahan Nasional, dll.  

Pelnullis julga melnyarankan bahwa telrhadap pelmbellian tanah agar tidak 

ditellantarkan kelpada pihak-pihak selcara tidak belrtanggulng jawab ulntulk 

melngambil alih tanah telrselbult, selhingga selcara hu lkulm masyarakat keltika ingin 
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melmbelli dan melngulasai tanah tidak lagi belrhadapan delngan pelrmasalahan ataul 

selngkelta dikelmuldian hari. 

2) Kelpada pelmelrintah 

Pelnullis melnyarankan agar selgelra diadakannya pelmbaharulan bagi pelngatulran 

hulkulm telrkhulsuls pada julal belli tanah, selhingga keldelpannya tidak telrdapat 

pihak-pihak yang melrasa dirulgikan. Melngigat saat ini kelbelradaan telntang 

Pelmbelli Belritikad Baik hanya telrdapat mellalu li pultulsan hakim maulpuln 

rulmulsan-rulmulsan yang telrdapat di Sulrat Eldaran Mahkamah Agulng. 
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